
 
 

BUPATI KEBUMEN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

NOMOR 77 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR  
DI LOKASI OBJEK WISATA WADUK WADASLINTANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEBUMEN, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di 

lokasi objek wisata, Pemerintah Kabupaten Kebumen 

menyediakan jasa parkir dengan dipungut retribusi 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
b. bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama antara 

Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo dalam pengelolaan dan pengembangan objek 
wisata Waduk Wadaslintang, perlu menyesuaikan tarif 

Retribusi Tempat Khusus Parkir di lokasi Objek Wisata 
Waduk Wadaslintang; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat 

Khusus Parkir, penyesuaian besaran tarif retribusi ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat 

Khusus Parkir di Lokasi Objek Wisata Waduk Wadaslintang; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007    
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 1); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 
2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen         
Nomor 91);  

     
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF 
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LOKASI OBJEK 

WISATA WADUK WADASLINTANG.  
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Pasal 1 

 
Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Lokasi Objek Wisata Waduk 
Wadaslintang diubah menjadi sebagai berikut: 

1. Kendaraan Tidak Bermotor sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah); 
2. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah); 

3. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus 
rupiah); 

4. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus 

rupiah); dan 
5. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp5.000,00 (lima ribu 

rupiah). 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 
 
 

       Ditetapkan di Kebumen 
       pada tanggal 30 Desember 2015 
 
       Pj. BUPATI KEBUMEN, 
 
            ttd. 
 
       MOHAMAD ARIEF IRWANTO 
    
   Diundangkan di Kebumen 
   pada tanggal 30 Desember 2015 
 
    SEKRETARIS DAERAH 
   KABUPATEN KEBUMEN, 
 
         ttd. 
 
         ADI PANDOYO 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 77 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN KEBUMEN, 

 
ttd. 

 

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H 
Pembina 

NIP. 19720723 199803 1 006 
 
 


